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1.1.Latar Belakang Penelitian 
Salahsatutujuan negara Indonesia yang tercantum di Undang-Undang 
Dasar 1945adalah menciptakan Indonesia yang makmur, sejahtera, cerdas dan 
juga ikut dalam mewujudkan perdamaian dunia, untuk mewujudkan tujuan 
tersebut kita perlu melaksanakan pembangunan nasional. Sebagaimana kita 
ketahui bahwa pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-
menerus dan berkesinambungan bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat 
baik meteriil maupun spirituil yang mencakup disegala bidang yaitu bidang 
ekonomi, politik, sosial dan budaya serta pertahanan keamanan yang 
pelaksanaannya membutuhkan dana atau biaya yang tidak sedikit (Salawati, 
2008). 
Di sisi lain bangsa Indonesia saat ini sedang menghadapi berbagai masalah 
terutama bencana alam, tanah longsor, tsunami, banjir dan lain sebagainya. Hal 
demikian sudah menjadi hal biasa, tentu juga membutuhkan dana yang cukup 
besar dalam penyelesaian masalahnya, yang biasanya dilakukan pendanaannya 
melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Kurnianingsih, 
2017). 
Triatmoko (2013) menyatakan bahwa sumber pembiayaan pembangunan 
berasal dari dalam negeri dan luar negeri, namun demikian sumber dari dalam 
negeri lebih diutamakan dari pada luar negeri. Dalam peningkatan dana dalam 




pajak ternyata dapat mengurangi ketergantungan terhadap finansial eksternal, oleh 
karena itu negara menetapkan pajak sebagai penerimaan terbesar didalam negeri 
dan terus meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak ini. 
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan 
KetigaAtas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum 
Dan TataCara Perpajakan menyebutkan bahwa: 
“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi 
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara 
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (www.ketentuan.pajak.go.id). 
DiNegara Indonesia, jenispenerimaan yang 
bersumberdaripajakmeliputipajakdariperdaganganinternasionaldanpajakdalamneg
eri, pajakdalamnegerisendirimeliputiPajakPenghasilan (PPh), 
PajakPertambahanNilai (PPN), Bea Materai, PajakBumidanBangunan, Bea 
PerolehanHakatas Tanah danBangunan danPajakPenjualanatasBarangMewah.  
PajakPertambahanNilai (PPN) merupakan jenis pajak yang mempunyai 
kontribusi penting terhadap penerimaan negara disamping jenis pajak lainnya. 
Hampir seluruh barang-barang kebutuhan hidup rakyat Indonesia merupakan hasil 
produksi yang atas penyerahannya terutang pajak pertambahan nilai, dengan kata 
lain semua transaksi atau penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak pada 
prinsipnya terutang pajak pertambahan nilai. Oleh karena itu pajak pertambahan 
nilai dikenakan setiap orang di dalam daerah pabean yang mengkonsumsi barang 




pertambahan nilai, meskipun belum mempunyai nomor pokok wajib pajak 
(NPWP) (Lubis, 2016).  
Menurut Resmi (2015,01) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai 
diperkenalkan di Indonesia sejak 1 April 1985 untuk menggantikan Pajak 
Penjualan (PPN). Hal ini dituangkan dalam UU Nomor 8Tahun 1983 (yang 
merupakan hasil reformasi perpajakan tahun 1983) dibandingkan dengan PPN 
(yang dipungut berdasarkan undang-undang pajak penjualan tahun 1951), yaitu: 
1. Mekanisme pemungutan PPN tahun 1951 dalam pelaksanaannya 
menimbulkan dampak kumulatif (pajak berganda). Hal ini mendorong 
wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak atau penyelundupan 
pajak sehingga tidak netral terhadap perdagangan dalam negeri maupun 
perdagangan internasional dalam undang-undang PPN yang baru (cascade 
effect). 
2. Sistem tarif yang sederhana. Undang-undang PPN tahun1951 
memberlakukan 9 (sembilan) jenis tarif sedangkan sejak Undang-Undang 
PPN Tahun 1983 memberlakukan 1 (satu) jenis tarif sehingga 
memudahkan pelaksanaan dan pengawasannya. 
3. Menciptakan persaingan yang sehat karena impor dikenakan pajak dalam 
jumlah yang sama dengan jumlah pajak yang dikenaan atas produksi di 
dalam negeri pada tingkat harga yang sama sementara untuk ekspor 
dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen). 
Berikut adalah fenomena penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dari tahun 





Target dan Realisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia Periode 2014 - 
2017 
Tahun Penerimaan Pajak 
Target Realisasi Persentase 
2014 475,6 404,7 85.1 
2015 557,4 409,7 94,68 
2016 474,2 412,2 83,07 
2017 475,4 480,7 101,1 
Sumber : Kementerian Keuangan, 2018 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan adanya target serta realisasi 
penerimaan Pajak Pertambahan Nilai selama periode 2014 sampai 2017 yang 
diolah oleh kementrian keuangan. Pada tahun 2014 sampai 2015 terjadi 
penurunan persentase dalam penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dari 85,1% 
menjadi 79,61%, sedangkan pada tahun 2015 sampai 2017 penerimaan pajak 
pertambahan nilai terus mengalami peningkatan. Salah satu penyebab dari 
fenomena tersebut adalah meningkatnya kesadaran wajib pajak dalam membayar 
pajak. 
Mengingatbegitubesarpentingnyapenerimaanperpajakandalammembiayaipe
mbangunan, makadiperlukanupayauntuk menjagadanmeningkatkannyamelalui 
factor internal maupun factor eksternal. Factor internal 





empengaruhikestabilanpenerimaanpajak (Nuraeni, 2011). 
Faktor internal yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) dalam 
rangka mencapai target penerimaan pajak adalah melakukanintensifikasi 
pajakdanekstensifiikasi pajak. Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi 
penggalian penerimaan pajak terhadap objek dan subjek pajak yang telah tercatat 
atau terdaftar dalam administrasi DJP dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi 
pajak, sedangkan ekstensifikasi pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan 
penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam 
administrasi DJP. Pelaksanaan ekstensifikasi pajak yang bertujuan untuk 
meningkatkan sumber penerimaan PPN seperti melalui kenaikan jumlah 
Pengusaha Kena Pajak (PKP) terdaftar. Menurut UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 
Pasal 1 ayat 5, PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena 
Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak berdasarkan UU 
PPN 1984 dan perubahannya (Nuraeni, 2011). 
PengusahaKenaPajak (PKP) merupakanpegusaha yang 
melakukanpenyerahanBarangKenaPajakdan/ataupenyerahanJasaKenaPajakyang 
dikenakanpajakberdasarkanUndang-UndangPajakPertambahanNilai (PPN) 
(Lestari, 2015).PKP wajib menlaporkan usahanya dan wajib memungut, menyetor 
dan melaporkan PPN yang terutang (Undang Undang No.42 Tahun 2009 tentang 
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah). Tingginyajumlah PKP akanberdampakpositifterhadappenerimaan PPN, 





akanmenyetorkandanmempengaruhibesarnyatingkatpenerimaanPPN  (Putra 
dkk,2014). 
Dalamekonomimakrosendiriadabeberapavariabel yang 
mempengaruhinyasepertitingkatinflasi, nilaitukar rupiah, pendapatanperkapita, 
tingkatsukubungasertifikat Bank Indonesia, investasidanmasihbanyaklagi. Inflasi 
adalah sebuah keadaan dalam suatu negara dimana terjadi penurunan nilai mata 
uang karena banyaknya jumlah uang yang beredar. Hal ini mengakibatnkan 
kenaikan harga secara umum dan terus menerus sehingga menyebabkan daya beli 
mayarakat akan turun (Renatadkk,2016). 
Inflasi memiliki dampak yang cukup besar terhadap perekonomian. 
Perubahan inflasi yang fluktuatif dan terus menerus dapat mempengaruhi 
keseimbangan dan stabilitas perekonomian secara global, tidak terkecuali para 
pelaku ekonomi. Inflasi yang tinggi akan berdampak pada naiknya harga jual dan 
meningkatnya keuntungan perusahaan, sehingga mendorong peningkatan 
penerimaan PPN terutang (Nuryani, 2016).  
Fluktuasi ekonomi yang pernah terjadi di Indonesia seperti krisis finansial 
global yang terjadi pada tahun 2008 menyebabkan menurunnya kinerja 
perekonomian dunia secara drastis. Krisis tersebut dikarenakan adanya krisis 
likuiditas yang terjadi di Amerika Serikat memberikan dampak pada 
perekonomian global termasuk Indonesia. Akibat yang dirasakan oleh Indonesia 




tajam menjadi 11,06% yang sebelumnya tahun 2007 hanya sebesar 6,59% (Badan 
Pusat Statistik, 2008).  
 
Grafik 1.1 
Inflasi Nasional Tahun 2012-2017 
 
Sumber: BPS, (2017) yang telah dimodifikasi 
Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa tingkat inflasi di Indonesia selalu 
berubah-ubah, pada tahun 2012 inflasi yang terjadi di Indonesia sebesar 4,30%, 
kemudian pada tahun 2013 terjadi peningkatan yang sangat signifikan sebesar 
4,08% menjadi 8,38%, kemudian pada tahun 2014 terjadi penurunan menjadi 
8,36%, pada tahun 2015 terjadi penurunan lagi sebesar5,01% menjadi sebesar 
3,35%. Sedangkan ditahun 2016 terjadi peningkatan sebesar 0,26 menjadi 3,61% 





















Menurut Indriastuti (2017) tingkat inflasi yang dapat dijaga dengan rendah 
dan stabil tentu akan memiliki dampak yang baik bagi kegiatan perekonomian. 
Dampak tersebut khususnya akan berkaitan dengan konsumsi masyarakat. Inflasi 
yang rendah dan stabil akan meningkatkan konsumsi masyarakat, salah satu 
sektor yang diuntungkan dari meningkatnya konsumsi masyarakat adalah sektor 
perpajakan. Jika konsumsi masyarakat akan barang dan jasa meningkat maka 
penerimaan pajak berupa PPN dan PPNBM akan turut meningkat.  
Warnita dkk(2015) mengatakan Nilaitukar (exchange rate) 
ataudisebutjugakursvalutaasingmenunjukkanhargaataunilaimatauangsuatu Negara 
dinyatakandalamnilaimatauang Negara lain. 
Kursvalutaasingjugadapatdidefinisikansebagaijumlahuang domestic yang 
dibutuhkan. Pada 31 Oktober 2016, Direktorat Jendral Pajak (DJP) mencatatkan 
pertumbuhan penerimaan di sektor Pajak Penghasilan Non-Migas yaitu sebesar 
Rp 842,979 triliun atau sebenarnya lebih tinggi 16,28% dibandingkan dengan 
periode yang sama di tahun 2015 yang mana total realisasi penerimaan pajak 
tercatat sebesar Rp 724,968 triliun. DJP juga mencatat adanya penurunan 
pertumbuhan di sektor pajak lainnya. Penurunan impor sebagai akibat dari 
perlambatan ekonomi domestik baik dari sisi permintaan maupun produksi (impor 
sebagai input produksi) berpengaruh pada penurunan pertumbuhan PPN Impor 
sebesar 9,41% atau sebesar Rp 98,141 triliun dibandingkan dengan periode yang 
sama ditahun 2015 sebesar Rp 108,337 triliun. 
Ketika nilai tukar rupiah melemah akan mengakibatkan harga barang dan 




dan jasa akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat secara umum. Hal 
tersebut akan secara langsung mempengaruhi penerimaan PPN karena PPN 
merupakan pajak atas konsumsi (Nuraeni, 2011). 
 Menurut Nuryani (2017), nilai tukar rupiah berpengaruh secara signifikan 
terhadap penerimaan PPN, hal ini dikarenakan berdasarkan data dari Kementrian 
Perindustrian (2016), impor bahan baku dan penolong untuk industri di dalam 
negeri mencapai 73% dari total impor Indonesia, sehingga mayoritas industri 
sangat rentan terhadap gejolak nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Penguatan 
dan pelemahan nilai tukar rupiah akan berpengaruh pada harga bahan baku impor 
yang harus dibeli oleh perusahaan sehingga akan mempengaruhi harga jual harga 
barang dan jasa kena pajak. Jika terjadi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap 
dollar AS, maka bahan baku impor yang berasal dari Amerika Serikat menjadi 
lebih mahal. Hal ini mengharuskan pengusaha untuk mencari alternatif dalam 
memenuhi kebutuhan produksi, yaitu dengan penggunaan bahan baku domestik 
sampai nilai tukar dollar kembali stabil, sehingga dapat disimpulkan, apabila nilai 
tukar rupiah terdepresiasi terhadap dollar AS, maka akan mendorong pada 
meningkatnya permintaan atas bahan baku domestik dikarenakan naiknya bahan 
baku impor. Semakin besar permintaan atas bahan baku domestik, maka PPN 
yang dipungut dari objek pajak akan semakin besar. 
Menurut Biro Anggaran dan Pelaksanaan APBN (2015) dalam Nuryani 
(2016), melemahnya nilai tukar rupiah terhadap uang asing disebabkan oleh 
hutang luar negeri pemerintah maupun swasta yang membengkak, berdampak 




ekspor kita menjadi lebih murah dibandingkan dengan barang dari negara lain. 
Setiap terkadi depresiasi rupiah maka akan meningkatkan uang di Indonesia, 
demikian sebaliknya. Hal ini disebabkan ketika nilai rupiah terdepresiasai, maka 
harga barang impor menjadi lebih mahal, sehingga diperlukan rupiah yang lebih 
banyak untuk membeli barang-barang impor. 
Kemudianpendapatanperkapitamerupakanpendapatan rata-rata 
penduduksuatu Negara padasuatuperiodetertentu, yang biasanyasatutahun. 
Pendapatan perkapita merupakan salah satu tolak ukur untuk mengukur 
kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah (Tristianto dkk, 2015). Distribusi 
pendapatan merupakan faktor penting lainnya yang menentukan keadaan 
kesejahteraan masyarakat pada umumnya.   
Pada akhir-akhir ini dari pengamatan atas hasil-hasil pembangunan dinegara 
berkembang, makin meluas kesadaran bahwa walaupun dalam sejarah 
pembangunan negara maju telah terbukti pembangunan ekonomi pada akhirnya 
akan di ikuti oleh distribusi pendapatan yang merata, pada tingkat permulaan dari 
pembangunan ekonomi keadaan sebaliknya yang akan berlaku. Perkembangan di 
banyak negara berkembang menunjukkan bahwa dalam proses tersebut distribusi 
pendapatan keadaanya menjadi lebih tidak merata (Sadono Sukirno, 2006:52 
dalam Lestari dkk, 2016). Meningkatnya pendapatan perkapita akan mendorong 
peningkatan terhadap daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat yang 
meningkat tentu saja akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak khususnya 





hInflasi, NilaiTukar Rupiah, JumlahPengusahaKenaPajakdanPendapatan 
Perkapita terhadapPenerimaanPajakPertambahanNilai (PPN). 
Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) banyak dilakukan, antara lain: Lestari (2016) 
menemukan hubungan yang positif dan signifikan antara pengaruh jumlah 
Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. 
Semakin rendah PKP yang mendaftarkan diri maka semakin rendah pula 
penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.  
Renata dkk (2016) menyatakan variabel inflasi dan jumlah PKP 
berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap penerimaan PPN sedangkan 
nilai tukar rupiah berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPN. Hal ini 
dikarenakan penerimaan pajak ditentukan oleh faktor internal dan eksternal, faktor 
internal meliputi kebijakan di bidang perpajakan seperti pelaksanaan 
ekstensifikasi dimana berkaitan dengan jumlah wajib pajak yang dalam hal PPN 
adalah penambahan jumlah PKP. Faktor eksternal meliputi keadaan ekonomi 
makro negara seperti inflasi dan nilai tukar, jika inflasi dan nilai tukar dalam 
kondisi yang terkendali maka akan meningkatkan aktivitas ekonomi yang akan 
memberi dampak baik kepada penerimaan PPN yang merupakan pajak atas 
konsumsi.  
Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Warnita (2014) menyatakan 
bahwa tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah tidak berpengaruh terhadap 




Putra dkk (2014) menyatakan bahwa variabel inflasi tidak mempunyai pengaruh 
terhadap penerimaan PPN, sedangkan untuk variabel jumlah Pengusaha Kena 
Pajak (PKP) dan pendapatan perkapita berpengaruh signifikan terhadap 
penerimaan PPN. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Lubis (2016) 
yang menyatakan bahwa jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak berpengaruh 
secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 
Adanya perbedaan dari penelitian terdahulu yang telah dijelaskan 
sebagaimana diatas, serta melihat begitu besar manfaat pajak bagi pembangunan 
negara, untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian ulang dengan 
merefleksi penelitian yang dilakukan oleh Renata dkk (2016) tentang pengaruh 
inflasi, nilai tukar rupiah dan jumlah pengusaha kena pajak terhadap penerimaan 
Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I). Namun, 
dalam penelitian ini ada beberapa perbedaan dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Renata dkk (2016). 
Pertama, penelitian Renata dkk (2016) menggunakan tiga variabel yaitu 
inflasi, nilai tukar rupiah dan jumlah pengusaha kena pajak. Sedangkan dalam 
penelitian ini peneliti menambahkan variabel pendapatan perkapita. Penambahan 
variabel tersebut dilakukan sebagaimana saran yang diberikan oleh peneliti 
sebelumnya untuk menambah variabel makro ekonomi lainnya. 
Kedua, penelitian Renata dkk (2016) dilakukan pada kantor wilayah DJP 
Jawa Timur I, sedangkan penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Kudus. Dengan mempertimbangkan beberapa hal di atas, maka 




“PENGARUH INFLASI, NILAI TUKAR RUPIAH, JUMLAH 
PENGUSAHA KENA PAJAK DAN PENDAPATAN PERKAPITA 
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)” 
Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus 2014-2017. 
1.2. Ruang Lingkup 
Umumnya setiap penelitian akan membatasi ruang lingkup pengkajiannya 
pada suatu permasalahan tertentu yang berhubungan erat dengan tujuan-tujuan 
yang diharapkan dapat diperoleh dengan dilaksanakannya sebuah penelitian. 
Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai 
(PPN), maka penulis perlu membatasi masalah yang dikaji dalam penelitian ini 
agar tidak menyimpang dari tujuan yang hendak dicapai. Ruang lingkup dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Objek penelitian kali ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Kudus untuk mengetahui pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Jumlah 
Pengusaha Kena Pajak dan Pendapatan Perkapita. 
1.3. Perumusan Masalah 
Perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. ApakahInflasimempengaruhiPenerimaanPajakPertambahanNilai (PPN)?  
2. ApakahNilaiTukar 
RupiahmempengaruhiPenerimaanPajakPertambahanNilai (PPN)?  
3. ApakahJumlahPengusahaKenaPajakmempengaruhiPenerimaanPajakPertam






1.4. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan penelitian diatas maka tujuan umum pada penelitian ini 
dilakukan dengan tujuan: 
1. Mengetahui pengaruh variabel Inflasi terhadap Penerimaan Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN). 
2. Mengetahui pengaruh variabel Nilai Tukar Rupiah terhadap PenerimaanPajak 
Pertambahan Nilai (PPN). 
3. Mengetahui pengaruh variabel Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap 
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 
4. Mengetahui pengaruh variabel Pendapatan Perkapita terhadap Penerimaan 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 




1. BagiDirektorat JendralPajak 
BagiDirektorat Jendral Pajak, penelitianinidiharapkan 
dapatmemberikanmasukandalam membuat dan pelaksanaan kebijakan untuk 
pencapaian realisasi dan peningkatan penerimaan PPN serta memberikan 





2. Bagi peneliti selanjutnya 
Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai 
referensi untuk penelitian pada tema yang sama yaitu yang berkaitan dengan 
PenerimaanPajakPertambahanNilai (PPN). 
3. Bagi akademisi 
Bagi akademisi, penelitian ini dapat dijadikan untuk bahan 
pembelajaran dalam menambah wawasan dan pengetahuan terkaitInflasi, 
NilaiTukar Rupiah, JumlahPengusahaKenaPajak, 
PendapatanPerkapitadanPenerimaanPajakPertambahanNilai (PPN). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
